
BAB II 

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 

 

2.1 Data Perusahaan  

Nama Perusahaan   : JR GARAGES 

Bidang Usaha    : Bengkel  

Jenis Produk dan jasa  : Part Modifikasi Motor 

Alamat    : Jl. Asia Afrika no. 58, Senayan, Jakarta                      

Selatan. 

No Telp / HP   : 082115251474 

Alamat Email    : JRgarages@gmail.com 

Bank     : Bank of Central Asia ( BCA ) 

Bentuk Badan Hukum  : Perusahaan Perseorangan 

Mulai Berdiri    : Tahun 2023 

 

2.2 Biodata Pemilik Usaha 

  Nama     : Jason Ravelino 

  Jabatan    : Pemilik  

  Tempat / Tanggal Lahir  : Jakarta, 05 April 2000 

  Alamat Rumah  : Prima Harapan blok I 4 no. 11, Bekasi Utara 

  No HP    : 082114747525 

  Email    : Jasonravelino66@gmail.com  

  Pendidikan Terakhir  : Calon Sarjana Strata 1 (S.AB) 
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2.2  Jenis dan Ukuran Usaha  

JR GARAGES adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan 

usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha 

perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa 

adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, 

terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan 

penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perorangan adalah usaha kecil 

atau UKM (Usaha Kecil Menengah) seperti bengkel. 

Pendirian perusahaan perseorangan hanya dilakukan oleh satu orang pengusah dengan 

modal berupa kekayaan pribadi. Risiko pendirian perusahaan perseorangan sepenuhnya 

ditanggung oelh pengusaha tunggal. Pendirian perusahaan perseorangan digunakan untuk kegiatan 

usaha kecil. Selain itu, jenis perusahaan perseorangan didirikan sebagai langkah permulaan dalam 

mengadakan kegiatan usaha. Bentuk dari perusahaan perseorangan umumnya meliputi toko, 

rumah makan, atau bengkel. Izin pendirian perusahaan perseorangan lebih mudah dan memerlukan 

lebih sedikit persyaratan dibandingkan dengan jenis perusahaan lain. Umumnya, pemerintah suatu 

negara tidak memberikan pengelompokan atas perusahaan perseorangan. Secara hukum, pendirian 

perusahaan perseorangan selalu berkaitan dengan penggunaan kekayaan pribadi sebagai modal. 

Pendirian perusahaan perseorangan sesuai untuk pengusaha yang bersedia menanggung segala 

risiko atas usaha yang didirikannya tanpa bantuan dari orang lain. Pemerintah mengizinkan 

pendirian perusahaan perseorangan dalam skala kecil sebagai salah satu strategi dalam 

pembangunan ekonomi negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah : 



a. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. 

b. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. 

c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Batasan usaha mikro, kecil, menegah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 

tentang UMKM adalah: 

1) Usaha Mikro 

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2) Usaha Kecil 

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 



(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

3) Usaha Menengah  

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Sumber : UU 20 Tahun 2008 (ojk.go.id)  

 

 

 

 

 

https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf?msclkid=6206e71ba66111ecaafb8f3b508348ee

